
a. bahwa dalam rangka mclcstarikan alarn dan buday a

sebagai anugcrah Tuhan Yang Maha I~Scl scrta scbagai

upaya mernajukan kesejahtcraan umu rn bagi masyarakat

melalui pcngcrnbangan potcnsi wisata dcsa:

h. bahwa banvaknya potcnsi v..'isata yang dimiliki oleh Dcsa

apabila dikclola sccara baik akan rueningkatkan
kcsejahtcraa n bagi masyarakat sctcrnpat rnaupu n

pcnduduk Purwakarta sccara keseluruhan:

c. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan scbagaimana

c1imaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapka n

Perat uran Daerah icntang ])CSfI Wisata:

I. Pasal IH ayat (6) Unctang-Undang Dasar Ncgara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenlang

Pcrnbentu kan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Br rita Ncgara Tahu n

1950). scbagaimana Lelah diu bah dcngan Undang­

Undang Nornor "-1 Tahun 1968 tcntang Pcrnbcntukan

Kabupatcn Purwakarta dan Kabupaten Su bang dcngan

Mengubah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1<)50

DF:SA WlSATA

J)ENGAN RAJ IMAT TUHAN YANCTMAHA ESA

13U I>ATI PURW AKAI~TA,

PJ<:RATURAN DAEI-U\II KABUPATF-:N PURWAKAHTA

NOMO]'( I TAIIUN 2023

TENTANC

BUPATI PURW t\KAI~TA

PROVINSI JAW A I3ARAT

Mcngingat

Mcnirnbang



Negara Republik Indonesia Tahun 20] 4 Nomor

244, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diu bah terakhir derigan Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan An tara Pemcrintah Pusat dan

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia

Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik

(Lembarantentang Pemerintahan Daerah

tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Ojawa Barat (Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1968 Nornor 31,

Tarnbahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 285 L);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1), Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesai Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Pcraturan Pcrundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Pcraturan Pcrundang­

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Rcpu blik Indonesia Nomor 680 I);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang

Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014



Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahu n 2020 tentang

Cipta Kcrja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20:20 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996

tentang Pcnyclcnggaraan Kepariwisataan

(Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNornor3658);

10. Peraturan Pcrnerintah Nomor 50 Tahun 2011

tentang Rencana lnduk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

(LembaranNegaraRcpublik Indonesia Tahun 2011

Nomor 125, Tarnbahan Lcmbaran NegaraRepublik

LndonesiaNomor5262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nornor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lernbaran

NegaraRcpublik IndonesiaTahun 2014 Nornor 123,

Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah bcbcrapa kali

diubah, tcrakhir dengan Peraturan Pemeriniah

Nomor I I Tahun 2019 tcntang Perubahan Kedua

Alas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia6321);

12. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nornor 8

tahun 2008 tentang Pcnyetenggaraan

Kepariwisataan (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor44);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Ban-It Nomor 15

tahun 2015 tentang Rencana lnduk Pcmbangunan

KepariwisataanDaerah (LcrnbaranDacrah Provinsi



Sekretaris Daerah
kewenangandaerah;

6. Sekretaris Daerah adalah

Kabupaten Purwakarta;

7. Camatadalah Carnatdi Kabupaten Purwakarta.
8. Dinas Kepernudaan, olahraga, Pariwisata dan

Kebudayaan yang selanjutnya disingkat

Disporaparbud adalah Dinas yang membidangi

urusan kepariwisataan dan kebudavaan di

Kabupaten Purwakarta.

unsurDaerah yang berkedudukan sebagai

penyelenggaraPemerintahanDaerah;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam

penyelenggaraanurusan pemerintahan yang rnenjadi

sebagai unsur penyelcnggara Pernerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan Pcmerintahan

yang menjadi kewenangandaerah otonom;

4. Dewan PcrwakiJan Rakyat Daerah yang sclanjutnya

disingkat DPRD adaJahLembagaPerwakilan Rakyat

BupatiDaerah Kabupaten adaJahPemerintah

2.
3.

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan:

1. Daerah Kabupaten adaIah Daerah Kabupaten

Purwakarta;

Bupati adalah Bupati Purwakarta;

BAB I

KETENTUAN UMUM

PasaJ 1

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATAMenetapkan

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPAT! PURWAKARTA

M8MUTUSKAN :

.Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan

Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);



9. Dinas Pernberdavaan Masyarakat dan Desa yang

selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah

yang mcnyelenggarakan urusan eli bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa.

10. Dcsa adalah desa dan desa adat atau yang disebul
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, a da la h
kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengatur urusan pemerintahan, kepentingan
rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerintahan

negara kesatuan republik indonesia.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara

atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang
disajikan dalam suatu st.ruktur kehidupan rnasyarakat
yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang
berlaku.

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,
pemerintah daerah dan pemerintah desa.

13. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata altematif
yang mencakup berbagai rnacam kegiatan wisata desa
dan didukung berbagai Iasilitas serta layanan yang
disediakan oleh Pernerintah Daerah, masyarakat
setempat maupun pengusaha mitra desa wisata.

14. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama
yang menyediakan barang/jasa pemenuhan
kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan
kepariwisataan di desa wisata yang berbasis padat
karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal,
menekan potensi pencemaran lingkungan dan
eksploitasi sumber daya lokal serta mengarah untuk
diversifikasi kesempatan kerja.

15. Pemerintah desa adalab kepala desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara pernerintahan desa.



16. Badan Perrnusyawaratan Oesa atau yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut

BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau

scbagian besar modalnya dirniliki oleh Dcsa rnelalui

penyertaan secara langsung yang bcrasal dari

kekayaan Dcsayang dipisahkan guna mcngelolaaset,

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesarbesarnyakesejahteraan masyarakat Desa.

18. Wisata Pedcsaan adalah suatu kegiatan pariwisata

di wilayah yang menawarkan dava tarik wisata

berupa kescluruhan suasana yang mcncerminkan

keaslian pedesaan, kearifan lokal, kehidupan sosial,

ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat,
arsitektur bangunan maupun tata ruang desa yang

khas.

19. KelompokSadarWisata yang selanjutnya disebut

Pokdarwis,adalah kelembagaanditingkat masyarakat

yang anggotanya terdiri dan para pelaku

kepariwisataan yang merniliki kepcduJian dan

tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak

dalarn mendukung terciptanya iklim kondusif bagi

tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta

terwujudnya Sapta Pesona dalam mcningkatkan

pembangunan daerah mclalui kepariwisataan dan

memanfatkannya bagi kcsejateraan masyarakat

sekitar.

20. Wisata Budaya adaLah kegiatan wisata sebagai

upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan

kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas
sedernikian rupa sehingga layak sebagai atraksi

wisata.

21. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau

masyarakat yang mengandung nilai, norma dan
tradisi atau kebiasaan yang berlaku sccara turun

temurun dan mencerminkan cara hidup masyarakat.



komponen daya tarik wisaia, fasilitas pariwisara,

clanakscsibilitas vang discdiakan bagi dan atau dijual

kepada wisatawan yang saling mendukung secara

sinergi dalarn suatu kesatuan sistcm untuk

terwujudnya pariwisata.

27. Pemasaran Pariwi sa ta adalah upava
memperkcnalkan, mernprornosikan serta menjual

produk dan dcstinasi pariwisata di dalam dan ILIaI'

negeri.

28. Atraksi Pariwisata adalah segala scsuatu yang

memiliki daya tarik, meliputi atraksi alam, atraksi

buatan manusia dan atraksi event. yang menjadi
obyck dan tujuan kunjungan.

:29. Wisatawan adalah orang yang mclakukan pcrjalanan

wisata

30. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau

badan usaha yang rnelakukan kcgiatan usaha

pariwisata.

jenisberbagaiadalahPa riwi SMa26. Produk

memiliki potcnsi untuk pengcmbangan pariwisata

yang mcrnpunyai pengaruh penting dalam satu atau

lebih aspck, scpcrti pertumbuhan ckonomi, social dan

budava, pernberdayaan sumber daya alarn, daya

dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan

keamanan.

u tarna pariwisata ataufungsirnemilikiyang

22. Kcrajinan Lokal adalah kcgiatan yang berbahan baku

alarni clan merupakan kekhasan lokal vang proses

pembuatannya masih menggunakan alat-alat

sedcrhanadan merupakan hasil karva budaya

masyarakat setcrnpat.

23. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang

mcnvcdiakan barang dan atau jasa bagi pernenuhan

kcbutuhan wisatawan dan penvelenggaraan

pariwisata di dcsa.

24. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari

kckavaan intelcktual yang bcrsurnbcr dari kreatifitas

manusia yang bcrbasis warisan budaya, ilmu

pengetahuan, dan/ atau tcknologi.

25. Kawasan Stratcgis Pariwisata adalah kawasan



a. manfaat;

b. kekeluargaan;

c. adil dan merata;

d. keseimbangan;

e. kemandirian;

OeAA Wisata diselenggarakanberdasarkan asas:

Pasal3

pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan

lokal scsuai dengan perencanaan pembangunan

Daerab.

(2) Tujuan penyelenggaraanDesaWisat.auntuk menjamin

pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat

struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku

di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan

pertumbuhan ekonomi desa.

(3) Perencanaan dan pengembangan desa wisata

sebagaimana dirnaksud Pada ayat (2) dilakukan

dengan mempcrhatikan kepentingan rnasyarakat,

nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara

berkelanjutan.

(4) Penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara

terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah,

pernerintah desa, masyarakat dan pelaku pariwisata.

pengelolaan dan

adalabWisataMaksud pengaturan Desa
memberikan pedoman bagi

(1)

Pasal2

31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya
disingkat TDUP adaJah dokumen resmi yang

membuktikan bahwa usaha pariwisata yang telah

tercanturn dalam daftar usaha pariwisata.

32. Pengusaha pariwisata desa adalah orang atau

sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha

pariwisata.

33. Wisata Religi adalah jenis wisatawan yang berkaitan

erat dengan pasilitas ataupun tempat khusus yang

berhubungan dengan aspek religi, keagamaan

tertentu.



(1) Pencanangan Desa Wisata sebagairuana dimaksud

dalam Pasal5 dilakukan berdasarkan usulan

kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/

pernerintah Desa/ lembaga masyarakat Desa

dan/ atau Pernerintah Daerah.

(2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil dan
PotensiWisata dan Budayayang ada.

(3) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah

melakukan:

Pasa16

(1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah

disusun pencanangandan penetapanDesaWisata.

(2) Pencanangan dan penetapan Desa Wisata

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

KeputusanBupati.

BAB II

PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal5

DesaWisatadiselenggarakandenganprinsip:

a. memanfaatkansarana dan prasarana setempat;

b. melibatkan masyarakat setempat;

c. menguntungkan masyarakat setempat;

d. terjalinnya hubungan timbal batik wisatawan dengan

masyarakat setempat; dan

e. menerapkan pengembanganproduk wisata desa.

Pasa14

f. kelestarian;

g. partisipatif;

h. berkelanjutan;

1. dernokratis;

j. kesetaraan;dan

k. kesatuan



KlasiJikasi desa wisata bertujuan untuk memetakan
potensi keunikan dan daya tank wisata yang khas berupa
lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial
budaya masyarakat meliputi:
a. desa wisata rintisan;
b. desa wisata berkembang;

c. desa wisata maju; dan
d. desa wisata mandiri.

BAB III

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 7

dan
e. rencana pembangunan Daerah.
r. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penilaian dan penetapan Oesa Wisata diatur
dengan Peraturan Bupati.

dan sebagainya;
pelayanan transportasi,

bersih, drainase, teleponair

fasilitas
listrik,

meliputi

fasilitas
infrastrukturd. ketersediaan

dan

wisata yang harus dipertahankan;

c. pembangunan Desa Wisata; dan

d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d meliputi pertirubangan:
a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di

Oesa;
b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah­

masalah jumlah rumah, jumlah penduduk,
karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan
dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu
Desa;

c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang
merupakan aspek khusus pada komunitas
sebuahDesa;

tankdayapenggaliandanb. inventarisasi

a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat

pengetahuan rencana dan pembangunan Desa

Wisata;



potensi wisata terrnasukpengembangannya;

b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan
banyak dikunjungi olch wisatawan;

c. sarana dan prasarana, serta fasilitas pariwisata sudah

mernadai;

d. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola
usaha pariwisata secaraswadaya;

akansadar

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang

berklasifikasi desa wisata maju sebagaimanadimaksud

dalarnPasal7 hurufc rnelipu ti:

a. masyarakat sudah sepenuhnya

Pasal10

pihake. rnasih memerlukan pendampingan dari

terkait baik pemerintahan maupun swasta.

Dalarn konteks pembangunan desa wisata yang

berklasifikasi desa wisata berkembang scbagaimana

dimaksud dalam Pasal7 huruf b meliputi:

a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan;

b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan

fasilitas pariwisata;

c. sudah mulai tercipta lapangan pckcrjaan dan

aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat;

d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah

mulai tumbuh; dan

Pasal9

Dalam konteks pembangunan desa wisata yang

berklasifikasi desa wisata rintisan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan

untuk menjadi destinasi wisata;

b. pengembangan sarana dan sarana masih terbatas;

c. belum ada/ masih sedikit wisatawan yang berkunjung;

dan

d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang

belurn tumbuh zmasih rendah.

Pasal S



(1) Dalam penentuan klasifikasi desa wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan berdasarkan
pedornan instrumen penilaian kriteria umurn
tipologi destinasi pariwisata meliputi:
a. keunikanjdiferensiasi desa;
b. aktivitas wisata;
c. letak geografis:

d. kondisi lingkungan;
e. jalan akses;

f. transportasi;

g. jaringan infrastruktur;
h. internet;
1. kualitas sarana;

Pasal 12

kcberlanjutan yang diakui oleh dunia ;
c. sarana dan prasaran a sudah mengikuLi standar

intemasional minimal ASEAN;
d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan seeara

kolaboratif antar sektor dan pentahelic sudah berjalan
baik;

e. dana desa mcnjadi bagian penting dalam pengembangan
inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata.dan

f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai
bentuk promosi mandiri.

konsepmenerapkansudahdanmancanegara

pengembangan potensi desa wisata (diversifikasi produk)
rnenjadi unit kewirausahaan yang mandiri;

b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh

memberikan inovasi daJamsudaha. masyarakat

Dalam konteks pembangunan desa wisata mandiri yang
berklasifikasi desa wisata maju sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

Pasal 11

pengembangan desa-desa wisata lainnva.

e. marnpu melakukan promosi dan perna saran

secara swadaya, serta mengembangkan jaringan
kerjasama dengan pihak luar; dan

f. dapat menjadi model percontohan bagi



Pernbangunan Oesa Wisata meliputi:

a. produk wisara;

b. industri desa wisata;
c. objek desa wisata;
d. pcmasaran dcsa wisata;
e. kelembagaan desa wisata; dan
f. kerjasama Ocsa Wisata.

Pasal 14

BABN

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pembangunan dcsa wisata dilakukan dengan berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten
dan merupakan bagian integral dati rencana pcmbangunan
jangka panjang daerah kabupeten Purwakarta melalui:
a. perencanaan desa wisata;
b. pengorganisasian desa wisata;
c. implementasi pembangunan desa wisata; dan
d. evaluasi dan monitoring desa wisata.

Pasal 13

j. keamanan dan keselamatan;

k. fasilitas kesehatan dan keselamatan;
1. organisasi pengelolaan;
m. sumberdaya manusia;
n. pasar dan pemasaran;
o. kualitas pelayanan Zpengalarnan dampak terhadap

masyarakat;

p. kebijakan kualitas lingkungan;
q. pengelolaan sumberdaya;
r. pengembangan ekonomi desa; dan
s. pemberdayaan masyarakat.

(2) Pedoman instrumen penilaian kriteria umum
tipologi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud
ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.



souvenir, tempat penukaran uang, Pusat informasi,

polisi pariwisata, satpol PP dan lain sebagainya.

4. tempat Jbadah.

c. aksesibilitas, terrnasuk di antaranya adalah:

1. prasarana industri pariwisata seperti stasiun kereta

api, mod a transportasi/ online, terminal bis yang

dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya;

2. pelayanan visa kunjungan;

3. pelayanan imigrasi dan cukai.

penyewaan mobil, perahu, sepeda, dan lain

se bagainya;

3. gerai riteI, seperti biro perjalanan wisata, toko

masyarakat, festival kesenian, seni kriya, dan lain

sebagainya; dan

4. daya tank wisa ta keagamaanj religi termasuk

dian taranya haolan dan ziarah.

b. amenitas atau fasilitas pelayanan wisata, terdiri dad:

I. katering, termasuk di antaranya restoran, rumah

rnakan, bar, kafe, dan lainnya;

2. moda transportasi selama di destinasi, atau jenis

kendaraan yang diperlukan wisatawan selama

berkunjung di destinasi seperti taksi, bis,bus wisata,

kehidupantradisional,kesenianlegenda,

Produk wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf

a meliputi:

a. atraksi atau daya tarik wisata, terdiri dari:

1. daya tarik wisata alam /natural
attractions, terdiri dari landscape./bentang

a1am, danau, gunung, air terjun, kebun raya, taman

nasional, dan lainnya;

2. daya tarik wisata buatarr/buitt attraction, termasuk

dalarn kelompok ini adalah museum, bangunan

bersejarah/heritage, bangunan modem yang bernilai

arsitektur tinggi, taman tematik, monumen, dan lain

sebagainya;

3. daya tarik wisata budaya/cultural attractions,

termasuk diantaranya peninggalan bersejarah,

Pasal15



(1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 bertugas:

a. rnengatur dan rnengelola Desa Wisata yang meliputi

pengaturan dalam hal kegiatan atraksi,

pendaftaran usaha pariwisata, saran a clan

prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas- tugas

lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata;

dan

b. membina usaha kepariwisataan yang ada.

(2) Didalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi

dengan Dinas terkait.

Pasal17

(1) Pengelola desa wisata adalah organisasi mayarakat

clesa dalam bentuk Kelompok Sadar Pariwisata

(2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui

musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan

dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.

(3) Organisasi pengelola desa merupakan salah satu

unit Badan Usaha Milik Desa

(4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin

disesuaikan dengan potensi clesa wisata.

(6) Pengaturan mengenai organisasi desa wisata diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BABV

PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 16

d. akomodasi merupakan kemudahan mendapatkan

adanya tempat penginapan yang layak bersih dan

ramah, juga menvenangkan, Akomodasi mulai dari

hotel, motel, camping dan caravan site, homestay,

pond ok wisata dan lain-lain dengan kelas yang berbeda.

e. aktivitas berupa kernudahan dan adanya sarana Iasilitas

untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan clan

aman di daerah wisata.



(1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi
pcmenuban kebutu han wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa
Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1), rneliputi bidang usaha kepariwisataan

BAB VII

USAHAPARlWISATAPADADESAWISATABagian Kesatu
Umurn

Pasal20

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah
Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi
dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengaeu
pada Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Induk Kepariwisataan Daerah.

Pasal 19

menjadi ciri khas Desa Wisata.
(3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud

pad a ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan
dan prornosi wisat.a.

lokal setempat yangd. penggunaan bahasa

(1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan
pengembangan daya tarik wisata.

(2) Pengembangan daya tarik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l)meliputi:
a. pengembangan dan pengemasan potensi a1am

dan budaya berbasis masyarakat;

b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan
penunjang Desa Wisata;

c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya;
dan

BAB Vl

PENGEMBANGANDAYATARlKDESAWISATA
Pasal 18



mendapatkan insenLif oleh Pcmerintah Oacrah

berupa kemudahan dalam persyaratan dan/ atau

Pajak dan Retribusi Daerah.

WisataDesapadaKepariwisataan(3) Usaha

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) dilaksanakan sesuaiayatpad a

sebagaimanaPariwisataUsaha(2) Pendaftaran

climaksud

(1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib

mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada

Pemerintah Oaerah melalui Pengelola Oesa Wisata

untuk mendapatan TOUP

Pasa122

mcmberikan nilai ekonomi bagi sumberclaya lokal

dan menguatkan citra lokal; dan

e. tidak padat modal tetapi berbasis pada padat karya.

(3) Pembatasan usaha sebagairuana dimaksud pad a

ayat (1) dan ayat (2), clilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. melibatkan usaha seternpat, sehingga mampu

menjembatani ke teram pilan bisnis bagi

rnasyarakat;

d. menggunakan bahan baku 1okaJ, untuk

(1) Guna mernberikan pcrlindungan bagi pengelolaan

Desa Wisata, Perncrintah Dacrah dapat membatasi

usaha pariwisata yang ada.

(2) Pernbatasan usaha sebagaimana dimaksud pada avat

(1) mcliputi:

a. pembaiasan je nis usaha tertentu yang dianggap

bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat

Desawisata dan/ atau jenis usaha yang tidak sesuai

dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan;

b. pembatasan skala usaha pariwisata dalarn

rangka mernberikan perlindungan bagi pengusaha

pariwisata skala mikro, kccil, mcncngah;

Pasal21

sebagairnana diatur di dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a dapat berupa:
a. pengelolaanMuseum;
b. pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
c. pengelolaan Pemandian Air Panas Alarni;

d. pengelolaan Goa;
e. wisata Agro;

rasal 24

Bidang Usaha Desa Wisata terdiri dari:
a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata:

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kcgiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif,

konferensi, dan pameran;
i. jasa informasi pariwisata;
j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata wisata;
1. wisata tirta; dan
m. Pijat Tradisional

Bagian Kedua
Bidang Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal23

(4) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mernenuhi

ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana pada ayat

(1) dikenai Sanksi Administratif.
(5) Administratif sebagaimana dimakasud pada ayat (1)

berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; atau
c. pembekuan semen tara kegiatan usaha.

(6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan

rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g

dapal berupa:

Pasal 29

c. bumi perkernahan.

penyediaan akomodasi

dalam Pasal 23 huruf f dapat

usaha

dimaksud

Bidang

sebagaimana

berupa:

a. home stay;
b. pondok Wisata;
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Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 23 huruf e dapat berupa:

a. restoran dan Cafe;

b. rumah Makan;

c. jasa Boga;

d. pusat Penjualan Makanan;

Pasal27

sebagaimana

berupa:

a. Agen Perjalanan Wisata; dan

b. Biro Perjalanan Wisata.

usaha jasa perjalanan wisata

dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dapat

Bidang
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b. angkutan Wisata dengan Kereta Api; dan

c. angkutan Wisata di Sungai dan Danau.

sebagaimana

berupa:

a. angkutan Jalan Wisata;

usaha jasa transportasi wisata

dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat

Bidang

f. pengelolaan Permukiman darr/atau Lingkungan Adat;

dan

g. pengelolaan Objek Ziarah.

Pasa125



terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;

kesernpatan untuk berpartisipasi dana. Memperoleh

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

Pasa133

Pemerintah Daerah dan/ atau Pernerintah Desa mcngatur

dan mengelola urusan pembangunan kawa sa n desa wisa ta

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V1Il

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasa132

Tala cara pendaftaran usaha, pernberian kernudahan
dalam pendaftaran usaha pariwisata dan pernberian sanksi

administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut di

dalam Peraturan Bupati.

Pasal31

Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf I dapat berupa:

a. Wisata Mung .Jeram;

b. Wisata Selam;

c. Wisata Dayung;

d. Wisata Olahraga Tirta;

e. Wisata Memancing; dan

f. Dermaga Wisata.

Pasal 30

a. sanggar Seni;

b. jasa ImpresariatjPromotor;

c. galen Seni;

d. gedung Pertunjukan Seni;

e. gelanggang Renang;

f. lapangan Sepak Bola/ Futsal;

g. lapangan Teriis;

h. wisata Olahraga Minal Khusus;

i. wisata Petualangan Alarn;

j. taman Bertcma;

k. taman Rekreasi;



(1) Pernerintah Dacrah bcrkewajiban:

H. Menycdiakan informasi pariwisaia desa,

perlindungan hukum scrta keamanan dan

keselarnatan kcpada wisatawan;

b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk

perkcrnbangan usaha pariwisata de sa yang meliputi

terbukanva kcsempatan yang sarna dalarn

berusaha, memfasilitasi dan mernberikan kepastian

hukum;
c. Membcrikan pengakuan alas kcpcmilikan

masvarakat ierhadap nilai tradisi dan kekavaan

budava daerah, serta melaku kan pclestariaan

tradisi dan kckayaan budaya daerah scbagai asci

pariwisata;

8agian Kedua

Kewajiban
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d. mendapatkan Iasilitas sesuai clengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

dalarn

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

a. mcndapatkan kcscrnpatan yang sarna

bcrusaha di bidang usaha pariwisata clesa;

b. mcnjadi anggota asosiasi kepariwisaiaan;
c. mcndapatkan perlindungan hukum dalarn berusaha;

Pasal35

Setiap wisatawanj pengunjung kawasan desawisata berhak

mernpcroleh:
a. Informasi yang akurat mengcnai daya tarik wisata dcsa;

b. Pclavanan w isata dcsa sesuai dengan prinsip

kerarnahtamahan;

c. Perlindungan, kenyarnanan clan kearnanan.
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b. Mclakukan usaha pariwisata dcsa dalam kelornpok­

kelornpok kerja;

c. Berperan dalam proses pcmbangunan kawasan dcsa
wisata di wilayahnva.



kepariwisataan dalam rangka

rn. mencegah dan menanggulangi bcrbagai dampak

negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Dcsa berkewajiban:

a. Mendorong upaya peningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pcngcmbangan Dcsa Wisata;

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban
dalam pcnyelenggaraan pariwisata desa;

c. Menegakkan peraturan perundang-undangan;

d. Menjalin dan mcndorong kcrjasama serta

koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

pariwisata desa;

c. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa

yang tirnbul dalam masyarakat di desa;

f. Mengembangkan pcrekonomian masyarakat

melalui perluasan kesernpatan usaha dibidang

pariwi sa ta desa;

g. Mernbina dan melestarikan nilai sosial budaya

masyarakat desa;

h. Mernberdayakan masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan dalam bidang kcpariwisataan

desa;

kegiatanmengendalikandanI. Mengawasi

k. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah

skala kabupaten; dan

menunjang kcmajuan

pengembangan desa wisa ta

I. Mendorong kernitraan usaha pariwisata desa;

j. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;

regulasi yang

penlbangunan dan

peraturan perundang - undangan;

h. Mernberikan kemudahan

rnanusia tentang kepariwisataan;

g. Membangun sarana dan prasarana serta fasilitas

penunjang pariwisata di desa wisata sesuai dengan

surnberdayaPelatihanf. Menyelenggaraakan

d. MemeLihara, mengembangkan dan melestarikan

aset aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan

aset potensial yang belum tergali;

c. Membcrdayakan rnasyarakat setempal beserta

Lingkungan alam budaya dan budaya lokal;



wisatawan;

e. rnemberikan perlindungan asuransi pada usaha

pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. mengembangkan kernitraan dengan usaha mikro

dan koperasi setempat yang saling memerlukan,

mernperkuat,dan menguntungkan;
g. mengutamakan periggunaan produk masyarakat

setempat, produk dalam negeri, dan mcmberikan

kesempatankepada tenagakerja lokal;

h. meningkatkan kornpetensitenagakerja melalui pelatihan

dan pendidikan;

kenyamanan, keramahan,

keamanan, dan keselamatan

d. rnemberikan

perlindungan

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap

pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

a. rnenjaga dan menghormati norma agarna, adat

istiadat, budaya, dan nilai- nilai yang hidup dalam

masyarakat seternpat;

b. mernberikan informasi yang akural dan bertanggung

jawab;

c. mcmberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

Pasal 38

SeLiapanggota masyarakat desa berkewajiban:

a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan

b. Membantu terciptanya suasana arnan, tertib, bersih,

berperilaku santun, dan rnenjaga kelcstarian lingkungan

destinasi desa wisata.

Pasal37

i. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan

melestarikan lingkungan hidup; dan

j. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait

berbagai kcbijakan dibidang pengembangan

kepariwisataan desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan

pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diatur dengan

Peraturan Bupat.i.



kawasan desa wisata di wilayahnya;

pengelolaandanpenve lenggaraa nc. Mengatur

Pemerintah Daerah berwenang:

a. Menyusun dan menetapkan rencana pcmbangunan

kawasan desa wisata kabupatcn;

b. Menetapkan desa wisata kabupaten dengan sural

keputusan Bupati;

BAD IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal40

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh

Fisik daya tarik wisata;

(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengu bah

warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies

tcrtentu, rncncemarkan lingkungan, mcrnindahkan,

mengambil, rnenghancurkan, atau rnemusnahkan dava

tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau

hilangnya keu nikan , keindahan, dan nilai autentik

suatu daya tank wisata yang telah dite tapkan oleh

Pemerintah dan/atau Pernerintah Daerah.

Bagian I e tiga

Larangan

Pasal39

prasarana dan program pcmberdayaan masyarakat;

j. turut serta mcncegah segala bentuk pcrbuatan yang

melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar

hukum di lingkungan tempat usahanya;

k. rnemelihara Lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

1. mernelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

m. menjaga citra negara dan bangsa indonesia

mclalui kegiatan usaha kepariwisaraan secara
bertanggung jawab; dan

n. mcnerapkan standar usaha dan standar kompetensi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

pengem ba nganupayadalamaktifi. berperan



sistem informasi kawasan desa wisata daerah.

Pernerintah Daerah mengcmbangkaninforrnasi,

(1) Pernerintah Daerah rnenjarnin ketersediaan dan

penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk

kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.

(2) Dalam menyediakan dan rnenyebarluaskan

Pasal42

selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 40

Pemerin tah Dacrah berwenang:

a. Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi

pariwisata, Icmbaga pernerintah, serta badan usaha

yang berprestasi.

b. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1)

adalah kepcloporan, pengabdian dalam pengembangan

kawasan desa wisata.

c. Penghargaan dapat berbcntuk pernberian piagam,

uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

d. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal41

J. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan

desa wisata di wilayahnva.

j. Menetapkan daya Tarik wisata Kabupaten;

k. Melaksanakan pendaftaran. Pcncatatan , dan pendataan

pendaftaran usaha wisata,

g. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata

desa yang bcrada di wilayahnya;

h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar

wisata; dan

kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;

penelitiandanpelatihanf. Menyelenggarakan

d. Memfasilitasi dan melakukan promosi dcsa wisata

dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;

e. Memfasilitasi pengembangan daya tank wisata desa

baru;



(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan

promosi kawasan desa wisata daerah.

BABXI

PROMOSI DESA WlSATA

Pasai46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisrne,

dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 dan Pasal 44 diatur

dengan Peraturan Bupati

Pasal45

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil

Bupati danjatau pejabatyang ditunjuk.
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a. bidang pengembangan daya tank wisata desa di

kawasan desa wisata;

b. bidang keamanan dan ketertiban;

c. bidang prasarana umum yang mencakup

jalan.air bersih, listrik, telekomunikasi, dan

kesehatan lingkungan;

d. bidang promosi pariwisata desa.

(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

desa wisa ta Pemerintah Daerah melakukan

koordinasi strategis lintas sektor pad a tataran

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa

wisata,

(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)meliputi:

BABX

KOORDINASI

Pasa143

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan

mengelola sistem informasi kawasan desa wisata

sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.



bertanggungjawab kepada Dinas terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan

tanggungjawab Duta Wisata diatur dengan Keputusan

Bupati.

WisataDutatugaspelaksanaan(1) Dalam

Pasal48

mempromosikan Pariwisata Daerah pada umurnnya

dan Desa Wisata pada khususnya; dan

b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata

Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada

khususnya.

dalamkomunikasikemarnpuana. memiliki

(1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata,

Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.

(2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dati Mojang dan Jajaka Purwakarta terpilih.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) cal on

Duta Wisata disyaratkan:

BAB XII

DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal47

(2) Penyelenggaraan kegiatan prornosi kawasan desa

wisata rnenjadi bagian integra] dati kegiatan promosi

pariwisata Kabupaten Purwakarta.

(3) Dalam penyelenggaraan prornosi desa wisata,

Pemerintah Daerah melibatkan Dinas yang

menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang

pari wisa ta.

(4) Dalam penyelenggaraan prornosi desa wisata,

pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring

wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.



Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BABXV

KETENTUAN PENUTUP
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(1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan
Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait secara
berkala dan dilaporkan kepada Bupati.

(3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata

dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa
Wisata dan Dinas terkait.

(4) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:
a. pernberian tanda daftar usaha;
b. mutu produk wisata pedesaan;
c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja

pariwisata;

d. pernbinaaan teknis pemasaran/prornosi;
e. sosialisasi terhadap peraturan perundang-

undangan;dan
f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya

Tarik Wisata yang berprestasi.

BABXN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa150

Sumber pembiayaan Desa Wisata berasal dari :
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa; dan/ atau
c. sumber lain yang sab dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XlU

PEMBIAYAAN

Pasal49



DICKY DARMAWAN

KEPALABAGLANHUKUM
SEKRETARIATKABUPATEN PURWAKARTA

Salinan Sesuai dengan aslinya

NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSIJAWABARAT : (l/l/2023)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTATAHUN 2023 NOMOR 1

NORMANNUGRAHA

TId

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENPURWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

ANNE RATNAMUSTlKA

TId

BUPATI PURWAKARTA,

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

orang mengetahuinya, memerintahkan
peraturan daerah ini dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Agar setiap

pengundangan

penempatannya

Purwakarta,



Cukup jelas.

II. PASAL OEM! PASAL

Pasal 1

r. UMUM

Sebagai salah satu Kabupatcn di provinsi Jawa barat yang

rnempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kabupaten

Purwakarta bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu

penggerakperekonomiandaerah baik pada skala Kabupatenhinggaskala

Pernerintah Oesa.

Oalam rangka mewujudkan dampak ekonomi padaskala desayang

terkait dcngan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purwakarta

mernandangperlu untuk rnembcrdayakanseluruh potensiwisata di Oesa

denganmembentukdan mengembangkanDesaWisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu mcrnberikan dampak

ganda imultiplier effect) dan sekaligusmembuka lapanganpekcrjaan bagi

masyarakat OesaWisata tersebut. Padasisi yang lain, keberadaanDesa

Wisata merupakan salah satu jawaban dari pcrkembangan

kecenderunganpasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah

mengalarni pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang rnenyajikan

keasrian wilayah pedesaan, pola hidup rnasyarakat pedesaan, wisata

kembali ke alam (back to nature), akomodasi yang mampu memberikan

interaksi dengan penduduk setempat (homestay) dan produk yang

berskala kecil namun unik. DenganDesaWisata ini produk wisata akan

lebih bemuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan,

sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan

kebudayaan tanpa merusakkebudayaanyang ada.

Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga

menjadi sangat vital, dimana desawisata diliarapkan dapat menjadi alat

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agenperubah

bagi kernajuan pengembangansuatu wilayabjdaerah. Mengacupadahal­

hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata Di
KabupatenPurwakarta.

PENJELASAN ATAS

P8RATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

OESA WISATA



Pasal2

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pelaksanaan

program Pemberdayaan Desa Wisata Oi Kabupaten Purwakarta

barus dirasakan manfaatan nya oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa

wisata.

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa
penyelenggaraan pernbangunan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan,
kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan
tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bennasyarakat.
Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata"adalah dimana
wisata alam ini dapat di rasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan
masyarakat
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah program
Pcmberdayaan Dcsa Wisata Kabupaten Purwakarta bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oesa Wisata
sehingga dapat mandiri atau berdau lat dan meningkatkan
perekonornian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga
mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya..
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah setiap orang
memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan
datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara
mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistern dan
budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan
hidup dan budaya.
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan
Oesa Wisata Kabupaten Purwakarta, baik secara langsung

maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah program
Pemberdayaan Desa Wisata Kabupaten Purwakarta tidak hanya
untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program
Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah harus
dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus.

Pasa13
Cukup jelas.



Pasa14

Cukup jelas.
Pasa15

Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.
PasaJ4

Cukup jelas.
Pasa! 5

Cukup jelas.
Pasa16

Cukup jelas.
Pasal7

Cukup jelas.
Pasal8

Cukup jelas.
Pasa19

Cukup jelas.
Pasa! 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasa! 16

Cukup jelas.
Pasa! 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cuku pjelas.
Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cuku p jelas.
Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas,
Pasa)28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal3-l

Cukup jelas,
Pasal35

Cukup jelas.

Pasal36

Cuku p jelas.

Pasal37

Cukup jelas.



ANNE RATNA MUSTIKA

Ttd

BUPATI PURWAKARTA.

TAMBAHAN LEMBAJ.U\N DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOM OR 1

Pasal38

Cukup jelas.

Pasal39

Cukup jelas.

Pasal40

Cuku p jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas,

Pasal44

Cukup jelas.

Pasa145

Cukup jelas,

Pasal46

Cukup jelas.

Pasa147

Cukup jelas.

Pasal48

Cukup jclas.

Pasal49

Cukup jclas.

PasaJ 50

Cukup jelas.

Pasal51

Cukup jclas.


